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indicate that integrating technology can improve process efficiency,
accelerate data verification, and strengthen public engagement in social
oversight. Nevertheless, challenges such as limited digital infrastructure,
low technological literacy, and uneven regional commitment to digital
transformation remain obstacles that must be addressed. This article
highlights the importance of policy support, human resource capacity
building, and cross-sector synergy as key factors for the successful
digitalization of social fund distribution.
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ABSTRAK Penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah memegang
peranan penting dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun,
praktik di lapangan menunjukkan bahwa distribusi dana sosial masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran,
keterlambatan pencairan, dan rendahnya akuntabilitas. Di tengah
perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul peluang besar
untuk memanfaatkan sistem digital dalam mengatasi persoalan tersebut.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran teknologi
informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran dana sosial di
tingkat pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode studi pustaka,
artikel ini menganalisis implementasi teknologi informasi dalam bentuk
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi
mobile seperti Sapawarga, penggunaan WhatsApp Bot, serta dashboard
transparansi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi
mampu meningkatkan efisiensi proses, mempercepat verifikasi data, serta
memperkuat keterlibatan publik dalam pengawasan sosial. Meskipun
demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital,
rendahnya literasi teknologi, dan belum meratanya komitmen daerah
terhadap transformasi digital masih menjadi hambatan yang harus diatasi.
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Artikel ini menyarankan pentingnya dukungan kebijakan, peningkatan
kapasitas SDM, dan sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan
digitalisasi distribusi dana sosial.

KataKunci: Dana Sosial, Pemerintah Daerah, Teknologi Infromasi,
Digitalisasi

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, di mana pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara, terutama mereka yang
berada dalam kondisi rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dalam konteks
desentralisasi di Indonesia, pemerintah desa dan daerah memiliki mandat untuk melaksanakan berbagai program
bantuan sosial termasuk pemberdayaan masyarakat serta penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan
lokal, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah (Rahim & Frinaldi, 2023)

Dana sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam menjaga
kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin. Fungsi utama dana sosial tidak
hanya sebagai mekanisme proteksi sosial, tetapi juga sebagai penopang stabilitas sosial di tengah berbagai tantangan
ekonomi dan krisis multidimensi, seperti pandemi COVID-19 (Arham et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas penyaluran
dana sosial merupakan isu yang sangat krusial dan strategis. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan berbagai
kelemahan dalam sistem distribusi bantuan, seperti data penerima manfaat yang tidak akurat, keterlambatan dalam
penyaluran, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
(Mandasari et al., 2024)

Fenomena tersebut diperburuk oleh adanya celah penyalahgunaan wewenang, birokrasi yang berbelit, dan
tumpang tindih program antara pusat dan daerah. Akibatnya, berbagai skema bantuan tidak sepenuhnya mencapai
sasaran, dan dalam banyak kasus justru menimbulkan kecemburuan sosial serta ketidakpercayaan terhadap institusi
publik. Kondisi ini menuntut adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola bantuan sosial, termasuk di dalamnya
pembenahan aspek kelembagaan, prosedur administratif, serta sistem informasi dan teknologi yang digunakan.

Dalam perkembangan global dan nasional, transformasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi
modernisasi pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan peluang besar untuk memperbaiki
berbagai kelemahan tersebut. Transformasi digital pelayanan publik lebih dari sekadar mengganti proses manual dengan
sistem komputerisasi. Digitalisasi dan automasi menjadi kunci transformasi pelayanan publik di era revolusi industri 4.0,
dengan e-government sebagai pilar utama. E-government mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses
pemerintahan untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, merata, dan mudah diakses. Penggunaan sistem
informasi digital memungkinkan integrasi data secara real-time, pengurangan kesalahan manual, efisiensi administratif,
serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi. Di samping itu, digitalisasi membuka ruang
transparansi yang lebih luas, di mana masyarakat dapat mengakses informasi bantuan sosial secara terbuka, mengajukan
aduan, dan ikut serta dalam proses validasi data.

Berbagai inovasi telah diperkenalkan, seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
yang menjadi tulang punggung pengelolaan DTKS, aplikasi Sapawarga yang berbasis mobile dan interaktif, hingga
dashboard bantuan sosial yang menampilkan informasi distribusi secara terbuka (Kementeriaan Sosial, 2019) Bahkan,
untuk daerah dengan keterbatasan akses internet, teknologi sederhana seperti WhatsApp Bot dan SMS Gateway mulai
diadopsi sebagai solusi adaptif.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran dana sosial tidak lepas dari tantangan.
Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital masyarakat dan aparat, serta kurangnya
komitmen politik dari pemerintah daerah menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, penguatan regulasi, alokasi
anggaran, pelatihan sumber daya manusia, serta pembentukan ekosistem digital yang kolaboratif perlu menjadi bagian
dari strategi besar transformasi ini. Artikel ini hadir untuk memberikan kajian komprehensif mengenai bagaimana
teknologi informasi dimanfaatkan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran dana sosial oleh
pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengidentifikasi praktik baik, hambatan, serta
strategi yang dapat ditempuh dalam membangun tata kelola bantuan sosial berbasis teknologi yang adil, efisien, dan
berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai
teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka dipilih karena metode ini memungkinkan penulis untuk
mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan secara mendalam, sistematis, dan kritis. Sumber data yang dianalisis
mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga, dan publikasi dari
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organisasi internasional terkait tata kelola dana sosial dan pemanfaatan teknologiinformasi dalam konteks pemerintahan
daerah di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di basis data digital seperti Google Scholar,
DOAJ, JSTOR, serta situs resmi pemerintah seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kominfo. Kriteria seleksi literatur
difokuskan pada publikasi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir agar data yang diperoleh bersifat terkini dan relevan
dengan perkembangan digitalisasi di sektor publik. Selain itu, diprioritaskan referensi yang memuat studi kasus
penerapan teknologi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti penggunaan aplikasi Sapawarga di Jawa Barat,
WhatsApp bot di Sleman, dan dashboard bantuan sosial di Banyuwangi (Haecal et al., 2022).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasikan isi literatur untuk
mengidentifikasi pola-pola, praktik baik, hambatan, serta peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi guna
meningkatkan transparansi penyaluran dana sosial. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema, seperti
sistem informasi sosial digital, partisipasi masyarakat melalui platform daring, hingga tantangan teknis dan kebijakan
yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan metode ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif
dan berbasis bukti mengenai efektivitas dan tantangan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan
transparansi penyaluran dana sosial di pemerintahan daerah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah telah memberikan
dampak signifikan dalam mempercepat transformasi tata kelola sosial yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hal
ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Implementasi teknologi yang tepat dan berkelanjutan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan tata kelola
sosial yang modern dan inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa teknologi telah mampu mereduksi sejumlah masalah
sistemik dalam proses distribusi bantuan sosial, mulai dari akurasi data hingga pengawasan publik. Untuk memahami
kontribusi dan tantangan teknologi secara lebih rinci, pembahasan ini dikelompokkan dalam enam subtema utama yang
menggambarkan dimensi strategis implementasi digitalisasi dalam sektor bantuan sosial.

1. Digitalisasi Data Sosial melalui SIKS-NG

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah pilar utama dalam pembaruan
manajemen data penerima bantuan sosial. Sistem ini terintegrasi dengan data kependudukan nasional, memberikan
akses yang lebih akurat dan real-time terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Mursyidah & Arydianti, 2024).
DTKS berisi data terkini dan akurat tentang kesejahteraan sosial masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam
pengusulan bantuan sosial dari pemerintah. Fungsi dan tugas operator SIKS-NG meliputi pengelolaan, pengumpulan,
verifikasi, pembaruan, dan integrasi data kesejahteraan sosial. Operator SIKS-NG bertanggung jawab untuk mengelola
data kesejahteraan sosial di wilayahnya, memastikan data terintegrasi dengan data tingkat kabupaten/kota dan pusat,
serta mengawasi implementasi program-program kesejahteraan social (Daulay et al., 2021; Hati & Suherman, 2024;
Mustofa, 2019).

Data yang diterima oleh operator SIKS-NG berasal dari berbagai sumber, termasuk pendataan langsung di
lapangan, data administrasi kependudukan, laporan dari RT/RW, dan pengaduan masyarakat. Proses verifikasi dan
validasi data mencakup pengecekan keabsahan dokumen, cross-checking dengan sumber data lain, dan validasi
lapangan. Setelah data diverifikasi dan divalidasi, operator SIKS-NG melakukan entry data ke dalam sistem SIKS-NG.
Keunggulan SIKS-NG mencakup kemampuan untuk melakukan validasi silang antara data bantuan dan data identitas,
sehingga meminimalisir terjadinya duplikasi atau penerima fiktif (Susilowati et al., n.d.-b).

Di Kabupaten Gresik dan Surakarta, implementasi SIKS-NG telah menurunkan margin error data hingga 32%,
berdasarkan laporan evaluasi internal Dinas Sosial. SIKS-NG juga memberikan kemudahan dalam pelacakan histori
bantuan setiap individu dan rumah tangga, memungkinkan perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Namun,
penggunaan SIKS-NG di beberapa daerah masih menemui kendala berupa keterbatasan teknis seperti infrastruktur TIK
yang lemah, minimnya SDM yang menguasai pengelolaan sistem, serta rendahnya frekuensi pembaruan data. Selain itu,
kurangnya interoperabilitas antara SIKS-NG dengan sistem lain di pemerintah daerah menghambat integrasi data lintas
sektor

2. Aplikasi Partisipatif dan Keterlibatan Masyarakat melalui Platform Mobile

Transformasi digital tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga membuka ruang partisipasi
publik yang lebih luas. Aplikasi mobile seperti Sapawarga di Provinsi Jawa Barat, menjadi contoh nyata bagaimana
masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan mengelola distribusi bantuan. Peran dari aplikasi Sapawarga dalam
partisipasi publik yaitu sebagai pengawas distribusi bantuan, masyarakat dapat memantau langsung proses distribusi
bantuan sosial, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Warga juga dapat ,engajukan laporan atau
pengaduan terkait masalah atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan secara mudah dan cepat melalui aplikasi.
Aplikasi ini juga meyediakan informasi terkini tentang program bantuan sosial dan memungkinkan interaksi langsung
anatara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya aplikasi seperti Sapawarga, transformasi digital tidak hanya
meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan
bantuan sosial, sehingga tercipta tata kelola yang lebih inklusif dan responsif.
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Melalui fitur pelaporan, verifikasi data penerima, hingga konsultasi daring dengan petugas layanan, warga
dapat menjadi aktor aktif dalam memastikan ketepatan sasaran. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 100.000 interaksi
warga melalui aplikasi tersebut, dengan lebih dari 45.000 laporan aduan yang berhasil diselesaikan dalam kurun waktu
kurang dari dua minggu. Keterlibatan ini berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik serta menekan
angka keluhan di tingkat desa. Akan tetapi, disparitas literasi digital antarwilayah menjadi tantangan serius. Banyak warga
di pedesaan belum sepenuhnya memahami cara mengakses atau memanfaatkan fitur yang tersedia. Oleh karena itu,
pelatihan komunitas dan pendampingan digital menjadi kebutuhan mendesak (Haecal & Ramadhani, 2024; Haecal &
Rusmana, 2022; lzzan & Haecal, 2024).

3. Dashboard Transparansi: Visualisasi Data Publik untuk Pengawasan Sosial

Dashboard transparansi bantuan sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
merupakan sarana akuntabilitas yang sangat kuat. Inovasi ini telah membuka akses masyarakat terhadap data bantuan
sosial hingga tingkat RT/RW, sehingga warga dapat melihat secara langsung nama penerima bantuan, jenis bantuan,
tanggal pencairan, serta status validasi data secara aktual. Pemerintah daerah menampilkan data penerima bantuan
sosial secara terbuka di kantor kecamatan dan desa, bahkan memasang papan pengumuman yang memuat data
penerima bantuan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengawasan. Selain itu, disediakan juga kanal pengaduan
baik secara konvensional maupun online, sehingga warga dapat melaporkan keluhan atau usulan terkait bantuan sosial
dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi data penerima (BeritaBwi, 2020).

Dampaknya terlihat jelas. Selain mengurangi celah manipulasi data oleh oknum petugas, keberadaan dashboard
juga memperkuat tekanan sosial agar aparat bertindak sesuai ketentuan. Masyarakat kini dapat membandingkan data
dengan kondisi lapangan dan mengajukan protes jika menemukan kejanggalan. Selain itu, media dan akademisi juga
dapat menggunakan data ini untuk melakukan evaluasi independent (Astuti et al., 2022; Nursyam & Susilowati, n.d.;
Susilawati et al., 2019; Susilowati et al., n.d.-a).

Namun, tantangan teknis seperti akses jaringan, kesenjangan keterampilan penggunaan data publik, serta
kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Transparansi harus
dijalankan beriringan dengan edukasi publik dan penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat (Muliani et al., 2021;
Susilowati, n.d.; Susilowati et al., 2024).

4. Teknologi Sederhana yang Adaptif: WhatsApp Bot, SMS Gateway, dan Radio Komunitas Digital

Daerah dengan keterbatasan teknologi membutuhkan solusi yang tidak bergantung pada koneksi internet
stabil. Di Sleman, penggunaan WhatsApp Bot menjadi contoh teknologi rendah biaya dengan jangkauan luas. Warga
hanya perlu mengirim pesan dengan format tertentu untuk menerima informasi terkait bantuan sosial, tanpa perlu
mengunduh aplikasi baru. Keunggulan dari WhatsApp Bot di Sleman, yaitu: Cukup mengirim pesan dengan format
tertentu, warga dapat langsung menerima informasi terkait bantuan sosial secara otomatis dan real-time. Penggunaan
WhatsApp Bot lebih efisien dalam konsumsi data dibandingkan aplikasi mobile yang berat, cocok untuk daerah dengan
keterbatasan jaringan internet. Memiliki jangkauan yang luas karena WhatsApp adalah aplikasi populer, hampir semua
lapisan masyarakat dapat mengakses layanan ini tanpa hambatan teknis. Penggunaan WhatsApp Bot di Sleman
memperluas akses informasi, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan data bantuan sosial, serta meningkatkan
partisipasi publik tanpa tergantung pada infrastruktur internet yang canggih. Ini menjadi contoh inovasi teknologi tepat
guna yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal

Selain WhatsApp, SMS Gateway digunakan di berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi untuk
menjangkau warga dengan akses internet rendah atau tidak stabil. Radio komunitas digital pun dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi bantuan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Pendekatan ini menunjukkan
pentingnya teknologi kontekstual yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat lokal. Kelebihan
dari pendekatan ini adalah kemudahan akses dan keterjangkauan. Namun, tantangannya terletak pada keterbatasan fitur
interaktif dan perlunya penyesuaian sistem pengelolaan data yang sederhana namun tetap akurat.

5. Kepemimpinan Daerah, Regulasi, dan Political Will

Keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah. Kepala daerah yang
memiliki visi reformasi dan keberpihakan terhadap digitalisasi cenderung lebih sukses dalam mengintegrasikan teknologi
ke dalam sistem layanan publik. Peran komitmen pimpinan daerah dalam tranformasi digital: visi dan kepemimpinaan
yang kuat, kepala daerah dengan visi reformasi digital mampu mengarahkan seluruh perangkat pemerintah untuk
beradaptasi dan mengadopsi teknologi secara efektif. Komitmen pimpinan memastikan ketersediaan anggaran, sumber
daya manusia, dan infrastruktur yang memadai untuk medukukng implementasi teknologi. Pimipanan yang proaktif
menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan pembelajaran teknologi baru di kalangan pegawai. Kepala
daerah yang berkomitmen mampu menjalain kerja sama lintas sektor dan dengan pihak swasta untuk mempercepat
digitalisasi layanan publik. Pimpinaan yang bertanggung jawab secara rutin memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki
proses transformasi digital agar berjalan sesuai target. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah visioner dan pro-
digitalisasi biasanya menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan sistem informasi, transparansi layanan, dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan publik.

Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Barat merupakan contoh daerah yang mampu mengeluarkan
kebijakan afirmatif, mengalokasikan anggaran khusus digitalisasi bantuan, dan membentuk tim lintas OPD untuk
percepatan transformasi digital. Sebaliknya, daerah dengan kepemimpinan pasif cenderung stagnan dan bergantung
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pada instruksi pusat.Regulasi daerah seperti Peraturan Bupati/Walikota tentang digitalisasi bansos, SOP pemutakhiran
data, dan protokol keamanan informasi merupakan fondasi penting untuk keberlanjutan program digital.
6. SinergiLintas Sektor sebagai Pilar Ekosistem Digital Bansos

Digitalisasi bansos bukan tanggung jawab satu institusi saja. Kolaborasi antara Dinas Sosial, Kominfo, Dukcapil,
Bappeda, Inspektorat, serta aktor non-pemerintah seperti akademisi, media, dan LSM menjadi prasyarat keberhasilan
jangka panjang (Purnia et al., 2019). Model kolaboratif ini dapat dilihat dari pembentukan Tim Akselerasi Digitalisasi di
beberapa provinsi, yang bertugas menyelaraskan strategi, evaluasi, dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Sinergi ini harus bersifat fungsional dan berkelanjutan. Evaluasi rutin, forum koordinasi lintas sektor, pelatihan
aparatur, serta integrasi anggaran lintas program menjadi kebutuhan nyata agar sistem digital bansos tidak hanya
menjadi proyek sementara, tetapi melembaga dalam struktur tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi informasi telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat
sistem penyaluran dana sosial yang adil, inklusif, dan partisipatif. Namun, optimalisasi transformasi digital memerlukan
pendekatan multi-level yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat secara
simultan (Hakim et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi dalam penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan dalam
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Inovasi seperti SIKS-NG, aplikasi Sapawarga,
dashboard transparansi, serta teknologi adaptif seperti WhatsApp Bot dan SMS Gateway mampu menjawab sejumlah
tantangan dalam sistem manual penyaluran bantuan sosial. Transformasi digital dalam penyaluran dana sosial bukan
hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Implementasi teknologi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan modernisasi tata kelola sosial
yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Teknologi informasi terbukti tidak hanya mempercepat proses administrasi dan pengelolaan data, tetapi juga
memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong
terbangunnya tata kelola yang responsif dan inklusif. Di sisi lain, keberhasilan implementasi digitalisasi sangat bergantung
pada komitmen politik kepala daerah, keberadaan regulasi yang mendukung, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi
lintas sektor yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain kesenjangan literasi digital,
ketimpangan akses teknologi antarwilayah, serta keterbatasan kapasitas teknis aparatur daerah. Oleh karena itu, strategi
penguatan kapasitas SDM, pendampingan masyarakat, pengembangan regulasi adaptif, dan investasi infrastruktur
digital menjadi prioritas penting agar transformasi digital dalam distribusi dana sosial dapat berjalan efektif dan
berkelanjutan. Dengan adanya komitmen yang kuat dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, teknologi informasi
dapat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang berkelanjutan di masa depan.
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